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ABSTRAK

Marissa Kemala Dirgantini, 201620251010. PERTANGGUNGJAWABAN
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH
KORPORASI. Saat ini pencemaran lingkungan di Indonesia semakin marak
terjadi. Bukan hanya terjadi pada perorangan saja tetapi juga dilakukan oleh
korporasi. Persoalan ini semakin kompleks, tidak hanya bersifat praktis,
konseptual, ekonomi saja tetapi juga merupakan masalah etika baik sosial maupun
bisnis. Hukum pidana di Indonesia tidak hanya melindungi alam, flora, fauna
tetapi juga masa depan kemanusiaan yang kemungkinan menderita akibat
degradasi lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja
tanggung jawab yang dapat dituntut dari suatu korporasi yang melakukan
pencemaran lingkungan hidup dan apakah sanksi pidana kurungan lebih baik
diterapkan terhadap korporasi dalam rangka mencegah tindak pidana lingkungan
hidup. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa
tanggung jawab yang dapat dituntut dari suatu korporasi yang melakukan
pencemaran lingkungan hidup dan untuk mengetahui bahwa sanksi pidana adalah
sanksi yang baik untuk diterapkan terhadap korporasi dalam rangka mencegah
tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini mengkaji aspek tanggung jawab
korporasi dan pengusaha yang menjalankan usahanya dengan perusahaan dan
bagaimana mengelola lingkungan hidup seiring berjalannya perusahaan sehari-
hari melalui pendekatan yuridis-normatif, yang merupakan tipe penelitian pada
aspek hukum. Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang
diamati dalam konteks realitanva. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
pertanggungjawaban yang dapat dituntut dari korporasi yang terbukti melakukan
pencemaran lingkungan bisa diminta pertanggungjawaban dari: Pertama, hukum
pidana karena pencemaran lingkungan hidup termasuk dalam suatu kejahatan.
Kedua, dari hukum perdata, pencemaran lingkungan hidup termasuk dalam
perbuatan melawan hukum yang dapat diminta ganti rugi. Ketiga, dalam hukum
administrasi, pencemaran lingkungan termasuk dalam kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah. Sehingga sanksi administrasi
termasuk dalam kategori pengawasan dari pemerintah kepada korporasi dalam
menjalankan kegiatan usaha dari korporasi tersebut, yang jika ada
ketidaksesuaian, maka pemerintah menjatubkan sanksi admnistratif. Sanksi
pidana adalah sanksi yang paling baik diterapkan untuk menanggulangi
pencemaran lingkungan yang dilakukan korporasi dan tindak pidana lingkungan
hidup yang dilakukan korporasi. Tujuan pemidanaan diharapkan mampu
menimbulkan efek jera, mencegah korporasi melakukan kejahatan, melindungi
masyarakat dari pencemaran lingkungan, melahirkan solidaritas masyarakat untuk
menjaga adat istiadat masyarakat yang dapat mencegah balas dendam perorangan.
Sehingga saran yang dapat disampaikan adalah mengamandemen beberapa pasal
dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dapat menguatkan aturan tegas mengenai
korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Kata kunci: pertanggungjawaban korporasi, tindak pidana, pencemaran
lingkungan hidup.
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ABSTRAK

Marissa Kemala Dirgantini, 201620251010. LIABILITY OF
ENVIRONMENTAL CRIME ACTION WHICH IS CONDUCTED BY
CORPORATION. Currently, environmental pollution in Indonesia is increasingly
widespread. Not only happen to individual but also done by corporation. This
problem is increasingly complex, not only practical, conceptual, economic but
also an ethical issue both social and business. The criminal law in Indonesia not
only protects nature, flora, fauna but also the future of humanity that is likely to
suffer from environmental degradation. This study was conducted to find out what
responsibilities can be sued from a corporation that pollutes the environment and
whether criminal sanctions are better applied to corporations in order to prevent
environmental crime. Where the purpose of this study is to know some of the
responsibilities that can be sued from a corporation that pollutes the environment
and to know that criminal sanctions are a good sanction to apply against
corporations in order to prevent environmental crime. This study examines
aspects of corporate responsibility and entrepreneurs who run their business with
companies and how to manage the environment as the company goes about its
daily basis through a juridical-normative approach, which is the type of research
on the legal aspects. In this case the law is conceived as an empirical phenomenon
observed in the context of reality. So it can be concluded that the accountability
that can be prosecuted from corporations that are proven to pollute the
environment can be held accountable from: First, criminal law because
environmental pollution is included in a crime. Second, from civil law,
environmental pollution is included in unlawful acts that can be indemnified.
Third, in administrative law, environmental pollution is included in activities
related to the administration of government policy. So that administrative
sanctions are included in the category of supervision from the government to the
corporation in carrying out the business activities of the corporation, which if
there is nonconformity, then the government impose administrative sanctions.
Criminal sanctions are the best sanctions applied to tackle environmental pollution
by corporations and environmental corporations committed by corporations. The
purpose of punishment is expected to create a deterrent effect, prevent
corporations from committing crimes, protect people from environmental
pollution, create community solidarity to safeguard people's customs that can
prevent individual revenge. So the suggestion that can be submitted is to amend
some articles in Law Number 32 Year 2009 About Environmental Protection and
Management which can strengthen firm rule about corporation which proven to
do environmental crime.

Keywords: corporate liability, criminal acts, environmental pollution.
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